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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara juga iuran rakyat kepada kas 

Negara yang memiliki dasar hukum yang kuat dimana telah disebutkan pada Pasal 23 A 

UUD 1945 dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara 

Indonesia, Warga Negara Asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah 

Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak 

termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat. Pajak tidak 

mendapat timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung dimana pajak ini dapat ditunjukan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. 

Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari membiayai pengeluaran rutin sampai dengan 

pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia. 

Menurut APBN, sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan, 

meskipun masih banyak sektor lain sepertiminyak dan gasbumi, serta bantuan luarnegeri 

yang merupakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP . 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
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Gambar 1.1 

Diagram Batang Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019 
 

 
Sumber: APBN KITA- kinerja dan fakta edisi sept 2019 

 
Terlihat dari Realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2018-2019 tercatat sebesar Rp. 

1.152,88 triliun (Realisasi APBN 2018)dan Rp. 1.189,28 triliun (Realisasi APBN 2019) . 

Realisasi tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp. 907,53 triliun (Realisasi APBN 2018) 

dan Rp.920,15 triliun (Realisasi APBN 2019) , sedangkan PNBP sebesar Rp. 240,32 triliun 

(Realisasi APBN 2018) dan Rp.268,16 triliun (Realisasi APBN 2019). 
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Gambar 1.2 

Uraian Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019 (dalam satuan triliun) 

Sumber: APBNKITA- kinerja dan faktaedisi sept 2019 

 
Tingkat Penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh 

negara dari pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak terdaftar. Namun tingkat 

kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah . Masih ada penduduk yang telah memenuhi 

kriteria sebagai wajib pajak dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan 

tetapi belum melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dari Data Wajib Pajak Terdaftar 

di wilayah kerja Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Tahun 2016 -2017 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

WP Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 

Tahun 2016 dan 2017 

 

Tahun 

Daftar 

Jenis Wajib Pajak (Orang) 

Badan Orang 

Pribadi 

Total 

2016 2.236 41.478 43.714 

2017 2.485 47.443 49.928 

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
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Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada dasarnya banyak orang (wajib pajak) 

yang tidak rela untuk membayar pajak karena uang hasil pajak tersebut tidak dapat dirasakan 

secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Terlihat dari 

jumlah WP yang terdaftar di atas dengan jumlah penduduk di wilayah kerja Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2016-2018 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

 

Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
 

 

 
 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk Dari Tahun 2016-2018 

2016 2017 2018 

Seberang Ulu I 179160 91619 93012 

Seberang Ulu II 85853 89597 90977 

Kertapati 100575 104209 105815 

Plaju 83008 88265 89644 

Sumber: BPS Kota Palembang dalamangka 2016-2018 

 

Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim, dan dapat 

dilaksanakan, namun meskipun memiliki kekuatan hukum pada kenyataannya masih banyak 

wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

waktu yang di tentukan seperti juga ditemukan tunggakan pajak awal tahun 2018 seperti 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.3 

Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa 

Tahun 2018 

No Nomor ketetapan Tanggal Nilai ketetapan Tindakan 

1 00726/107/17/306/18 20/03/2018 2.448.000 Paksa 

2 00003/109/12/306/18 22/03/2018 18.680.900 Paksa 

3 00001/205/15/306/18 6/4/2018 3.049.908 Paksa 

4 00257/107/16/306/18 9/4/2018 1.978.843 Paksa 

5 00012/205/16/306/18 9/4/2018 3.229.302 Paksa 

6 00001/205/13/306/18 23/5/2018 12.249.367 Paksa 

7 00001/240/14/306/18 23/5/2018 12.665.011 Paksa 

8 00148/140/17/306/18 4/6/2018 2.444.054 Paksa 

9 00025/240/16/306/18 6/7/2018 27.443.187 Paksa 

10 00125/140/16/306/18 9/7/2018 9.258.690 Paksa 

11 00126/140/16/306/18 9/7/2018 3.487.272 Paksa 

12 00127/140/16/306/18 9/7/2018 5.066.181 Paksa 

13 00128/140/16/306/18 9/7/2018 8.461.741 Paksa 

14 00129/140/16/306/18 9/7/2018 4.157.963 Paksa 

15 00130/140/16/306/18 9/7/2018 2.738.759 Paksa 

16 00131/140/16/306/18 9/7/2018 2.870.908 Paksa 

17 00132/140/16/306/18 9/7/2018 2.614.926 Paksa 

18 00133140/16/306/18 9/7/2018 2.242.981 Paksa 

19 00134/140/16/306/18 9/7/2018 2.934.326 Paksa 

20 00135/140/16/306/18 9/7/2018 4.125.334 Paksa 

21 00136/140/16/306/18 9/7/2018 2.157.544 Paksa 

Total 134.305.197 

Sumber :Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 

 

Dengan adanya penagihan pajak secara pasif dan aktif, maka diharapkan wajib pajak 

bisa melunasi pembayaran utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bisa optimal. Namun 

kenyataannya surat paksa atau surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

pajak ini masih sering di abaikan oleh beberapa wajib pajak. Terlihat dari beberapa tahapan 
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penagihan pajak yang ada tetapi masih tidak melunasinya, walaupun surat paksa tersebut 

mempunyai kekuatan hukum dan waktu yang di tentukan sudah jatuh tempo. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah : 

 

1. Bagaimana Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Palembang Seberang Ulu? 

2. Apa yang menjadi kendala fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu? 

1.3 TujuanPenelitian 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala fiskus dan wajib pajak dalam 

pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Penulis 

 

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Perpajakan khususnya pada penagihan 

pajakdengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu serta 

sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam mempraktekkan dan menerapkan teori-teori 

yang didapat oleh penulis selama di bangku kuliah tentang Perpajakan. 
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2. Bagi Instansi 

 

Dapat menjadi masukan ataupun saran yang positif serta bermanfaat bagi instansi khusunya 

pada Seksi Penagihan untuk lebih aktif dalam penindakan penagihan pajak. 

3. Bagi Pembaca 

 

Dapat menambah ilmu dan memberikan wawasan serta dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian mengenai mata kuliah Perpajakan khususnya pada penagihan pajak 

dengan surat paksa.
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